PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARA! BARAT

PENYERTAA

A% 24 Ri B

Menimbang

Mengingat :

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

N MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BIDADARI

BUPATI MANGGARAI BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketenfuan Pasal 333 ayat
{1} Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik

£

indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

1

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah {

¥

Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 358,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679}, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Penvertaan Modal Daerah Pada Perusahan Umum
Daerah Bidadari;

Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi

Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran
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indonesia Nomor 4271}
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintghan Daerah {Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587},
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah { Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

X

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo

5679 §;

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang

Badan Usaha Milik Daerah {Lembaran Negara Replubik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaran
do

Negara Replubik In
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eraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

g

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah; L



Menetapkan

:*xl

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2
Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah
Bidadari (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai
Doens

Barat Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Barat Nomor 208j;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
dan

BUPATI MANGGARAI BARAT

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL
DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH

BIDADARI.

B

KETENTUAN UMUM

Bagian Kessatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat. v
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat;
Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.

Dewan Perwakilan Rakvaf Daerah vang selanjutnva disingkat DPRD
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sejumiah dana dan/atau barang oleh Pemerintah Daerah untuk
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mempercieh manfaat ekonomi, sosial, dan ;“ atau maniaat lainnya.

dibidang usaha jasa konstruksi, indusir
umum, pasar dan parkir.

Badan Usaha Milik Daerah vang selaniutnyva disingkat BUMD adailah

badan usaha yang seluruh atau senagzan besar moaamva dimiliki oieh
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t,:i}&_:@ Daerah ¥ang mewagui Pemerintah Daerah dalam REpCHuiKan

$

kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan umum Daerah

yvang selanjuinya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum

dalam perusahaan
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umum Daerah dan memegang segala kewenangan vang tidak

1"
f

diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
A s | 3 pUS. e < P S Fig et - PR e = St «
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjuinya disingkat

APBD adalah rencana keuangan fahunan pemerintahan daerah yang

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD,

o

s k3
dan diteiapkan dengan peraturan daerah.
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Untuk mencapai tujuan sebagaimana maksud pada ayat {1} maka

e 53 AR rannnlrss bardanaiiras Fatddlin lenmoind o
PELIVETIBaNn moas laksanakan bherdasarkan Drinsip ©Konomi yang

{1} Penvertasn modal pada Perumds Bidadari ditetapkan dalam bentuk

{2} Penyertan modal berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat {1},

ditetankan sebesar B 25 ON0 OO0 G0N0 00 &4 ilhiih Bme 1%
IIeIapEan SeDesar Kp. Lo.UVLLUULUUUU,ULU U3 Duun g minay

a. Tahun 2021 sebesar Rp. 4.000.000.000,00 {empat miliar};

£
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{fenam miliar};
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- g St 55 ] W i 1 S¥ata E¥aY S8 5 F - by .
¢. Tahun 2023 sebesar Rp. 10.000.000.000,00 {sepuiuh miliar};
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{5} Penyvertaan modal sebagaimana dimaksud pada avat {2} merupakan



sebagaimana dimaksud pada ayat {2} tidak dapat

tahun berjalan maka dapat diseior dalam tahun

e e e ;
Pemenuhan dari penveriaan modal dianggarkan dan diatur dalam

peraturan daerah tentang APBD pada pos pembiayaan pengeluaran

{2} Administrasi pertanggungjawat

i ban dan pelaporan keuangan atas

pelaksanaan penyertaan modal dilaksanakan sesuai ketentuan

i
peraturan perundang-undangan.

{2} Bagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada avat {1), disetorkan
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{1} diatur dengan Peraturan Bupati. |



BABIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Manggarai Barat. ,

Ditetapkan di Labuan Bajo

pada tanggal 172" 2020

ABLE?ATE MANGGARAI EARAT,L

TINUS CH.DULA

pada tanggal \F-12 — 2020

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (] / Q020
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ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2020

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BIDADARI
UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, Nyata dan

bertanggungjawab  serta  meningkatkan  pertumbuhan dan

perkembangan perekonomian Kabupaten Manggarai Barat dan
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan
Penambahan Modal melalui penyertaan modal pada Perusahaan

Umum Daerah Bidadari. Kabupaten Manggarai Barat

Tujuan dilakukannya usaha-usaha penvertaan modal adalah untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan pelayanan kepada

masyarakat dalam rangka mendorong pertumbuhan Ekonomi

Penetapan penambahan penveriaan modal daerah periu difetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat tentang

Penyeriaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas



Pasal 3
Cukup Jelas
Cukup Jelas
Pasal 5

TAMBAHAN LEMBARAN

DAERAH KABUPATEN



